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BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
SERI: A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB VI huruf D angka 1
huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan
Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana
Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026, dan Penyaluran
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun
Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi
Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,
serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke
Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah
Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi
Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,
mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi
anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun
Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 900.1.1/3807/2026 tentang Rincian
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota
pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2026, tanggal 08 Mei
2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan
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Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4272);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6575);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembarap Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727};

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran
2026;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran
2026;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Sawit;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59
tahun 2026 tentang penyesuaian Rincian Alokasi dan
Penyaluran Dana bagi Hasil Dana Alokasi Umum dan Dana
otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026, dan Penyaluran
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun
Anggaran 2024 Bagi Daecrah Tertentu di Wilayah terdampak
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatrea Utara dan Provinsi Sumatera
Barat;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/47/2024
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/48/2024
tentang Tata Cara Pengganggaran dan Pelaksanaan Belanja
yang melampaui Tahun Anggaran;

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/56/2024
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2026;

Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/74 /2026 tentang
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam
Tanah Longsor, Cuaca Ekstrim dan Banjir di Kabupaten Nias
Selatan tahun 2026.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor
5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2026 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026
direncanakan sebesar Rpl1.471.524.110.997,61 yvang
bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;

b.
c.

pendapatan transfer; dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp1.411.810.783.909,54 yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp1.375.726.687.000,00.

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp36.084.096.909,54.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 10

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp1.375.726.687.000,00 yang terdiri atas:

a. Dana Desa;

b. Dana Bagi Hasil (DBH);
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c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
d. Dana Alokasi Khusus (DAK]J;

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp332.604.352.000,00.

(3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.445.138.000,00.

(4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direcanakan sebesar
Rp733.388.376.000,00.

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.279.288.821.000,00.

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

{1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) direncanakan sebesar
Rp36.084.096.909,54. yang terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp28.132.845.600,54.

(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp7.951.251.309,00

. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai bérikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp1.590.844.252.827,63. yang terdiri atas :

belanja operasi;

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan

belanja transfer.

poop

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai bérikut:
Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar
Rp911.063.278.134,13 yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.



Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp511.860.753.332,45.

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.425.111.361,68.
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp92.596.762.440,00.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.180.651.000,00.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(5

(6)

Pasal 16

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp511.860.753.332,45 yang terdiri atas :

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja tambahan penghasilan ASN;

c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH,;

e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH.

Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp331.363.507.436,27.

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp161.942.969.000,48.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp17.755.230.536,00.

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp288.166.359,70.

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp510.880.000,00.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp297.425.111.361,68 yang terdiri atas:

belanja barang;

belanja jasa;

belanja pemeliharaan;

belanja perjalanan dinas; dan

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada
pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

oapop
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(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp70.017.116.513,46.

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp126.836.407.699,24.

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp6.452.534.290,00.

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.469.925.858,98.

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.397.353.000,00.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

(1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1} huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp3.000.000.000,00 yang terdiri atas :

a. belanja subsidi kepada BUMN; dan
b. belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

(2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a direncanakan sebesar
Rp1.000.000.000,00.

(3) Belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.000.000.000,00.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1} Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar
Rp261 787.585.125,54 yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya; dan

belanja modal aset lainnya.

{(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp16.292.722.287,30.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp39.739.083.669,00

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp202.480.341.669,24

Moo Tw
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f{ direncanakan sebesar sebesar
Rp1.275.437.500,00.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp2.000.000.000,00 yang terdiri dari belanja modal tanah
sebesar Rp2.000.000.000,00

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

13.

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp16.292.722.287,30 yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat pertanian;

belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan; dan

g. belanja modal komputer;

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.516.958.000,00

(3} Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.246.089.250,00

(4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00.

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp1.132.514.932,00

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp564.417.661,00.

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp3.520.009.963,00

(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.312.732.481,30.

00 o

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan

sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp39.739.083.669,00 terdiri atas:



a. belanja modal bangunan gedung; dan
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp39.630.843.669,00.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.108.240.000,00.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25

(1) Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp202.480.341.669,24 terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;

b. belanja modal bangunan air; dan
c. belanja modal instalasi;

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp178.013.805.393,34

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp19.860.598.407,90

(4} Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp4.605.937.868,00

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

Anggaran belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21
huruf f direncanakan sebesar Rp1.275.437.500,00 yang terdiri
dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp7.616.550.567,00
terdiri dari belanja tidak terduga.

17. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

(I} Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada
Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar
Rp410.376.839.000,96 terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.



(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf a direncanakan sebesar Rp2.348.876.000,96
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf b direncanakan sebesar
Rp408.027.963.000,00.
18. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp408.027.963.000,00 yang terdiri dari belanja bantuan
keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota dan desa.

Pasal 32
Peraturan Bupati Nias Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam
berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

Ttd.

SOKHIATULO LAIA

Diundangkaan di Teluk Dalam
Pada tanggal 19 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

Ttd.

AMSARNO S. SARUMAHA, SH., MH., CGCAE
Pembina Tk.I
NIP. 19800216 200611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIA HUKUM
SETDA KAR, NIAS SELATAN,

KRISTOF BOIALIMA, SH., M.A
NIP. 19871221 201001 1 007



